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BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :a. bahwa menindak lanjuti ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Aceh
Besar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan 3Belanja Kabupaten Aceh
Besar Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Beianja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran
2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2019; '

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam,
huruf a, perlu menetapkan Feraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggeran 2019.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembenitukan
" Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
" Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undeng Nomor 44 Tahun 1929 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah I[stimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893); "

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang....... ‘%/ ﬂ’f?'



.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonior 4400);

7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tainbahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pezlaporan
Keuangar dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201C Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

i Indonesia Nomor £165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indohesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

5 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);"

15. Peraturan...... ﬁ/fﬁ
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Dzerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturann Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Duerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhii dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor
701);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03,
Tambahan Lemabaran Daerah kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

Qanun Kaobupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Ka)upaten
Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten
Nomor 58);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Acesh Besar Tahun 2018 Nomor
11);

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perubuahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019
Nomor 3); ’

. Qanun Kabupaten Acch Besar Nomocr 1 Tahun 2020 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten
Acch Besar Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN...........
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Menetapkan :

.4.
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pencdapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2019 berupa
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapetan Asli Daerah..................... Rp 169.896.999 689,45
b. Pendapatan Transfer.......................... Rpl1.012.163.249.230,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah........... Rp 48.617.742.000,16
Jumlah Pendapatan.......................... Rp1.833.486.345.198,61
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai............................ Rp 597.427.556.914,00
2) Belanja Hibah........ T Rp 24.742.371.613,45
3) Belanja Bantuan Sosial.................. Rp  14.097.295.000,00
4) Belanja Bagl Hasil. o Rp 6.680.774.600,00
5) Belanja Bantuan Keuangan............ Rp 521.600.542.502,00
6) Belanja Tidai Terduga................... "Rp 501.103.025.85

Rpl1.165.049.643.655,30

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai..........c..ooooeiinnnnl. Rp 77.413.635.861,00
2) Beianja Barang dan Jasa................ Rp 313.963.453.958,00
3) Belanga Modal.......ovmmssmsva Rp 285.173.934.327.00
Total Belanja Langsung.................. Rp 676.551.064.146,00
Jumlal Belafijducmmanpemmmanss Rpl.841.600 707.801.30
Surplus / (Defisit}........o. oo (Rp 8.114.362.602.69)
3. Pembiayaan

a. Penerimaan...........ooooiviiiiiiiiii i Rp 144.817.454.147,17
b. Pengeluaran.................. R Rp 5.000.000.000.00
Jumlah Pembiayaan Neto................ Rp 139.817.454.147 17

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan . ... i v Rp 131.703.091.544,48

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi
Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5........
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1 o . Pasal 5

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 18 Agustus 2020 M
; 28 Dzulhijjah 1441 H

Diundangkan di KotaJancho
pada tanggal 18 Agustus 2020 M
28 Dzulhijjah 1441 H
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